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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf,
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan

huruf serta tanda sekaliéus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan

transliterasinya dengan huruf Latin.

} alif tidak dilambangkan ‘tidak dilambangkan
0 ba‘ b be
< Ta' i ‘ te
& sa s es (titik di atas)
z jim j je

z. ha* h ha (titik di bawah)
- kha' kh ka dan ha

> dal d de

3 zal z zet (titik di atas)
J ra‘ T er

J zai z Zet
B sin s es
S syin sy es dan ye

viil



P sad S es (titik di bawah)
P dad d de (titik di bawah)
b ta’ t te (titik di bawah)
b za' z zet (titik di bawah)
¢ ‘ain ¢ koma terbalik ( di atas)
'& gain 9 ge
) fa‘ f ef
A qaf q qi
4 kaf k ka
J lam I el
¢ mim m em
o nun n en
) wawu w we
— ha’ h h
'3 hamzah 3 apostrof
S ya' y ye

B.Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
(monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda
atau harakat, adalah sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama

fathah a a

— kasrah i i
3

 — dammah u u

Contoh:

‘_}2:»' - su’ila S5 - Zukira
2. Vokal Rangkap
Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan

gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda Nama Huruf Latin Nama
¢ / fathah dan ya ai adani
K . fathah dan wawu au adanu
Contoh:
1):5/ : kaifa ;,J:-;- : jaraina
:.:«;’/ : aisara :'1;35 : lJaumata
:.J;;- : haula /Jf}-g : gaula
3. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf
dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda Nama Huruf dan Tanda Nama
€3 / ‘/ fathah dan alif” a a dengan garis di atas
s kasrah dan ya i - | i dengan garis di atas
9 , ~~~~~ dammah dan wawu u u dengan garis di atas




Contoh:

;‘JZ;;:.» JB : qala subhanaka C:QL.A L@J : fiha manafi’u
OL:a-;} /r\-:a sama ramadana < 3§- )_._g :yaktubuna ma
yamkuruna
py _ 2017 _ _
(s* :rama Wy JUJ\ :iz qala yusufu
li abihi

C. Ta’ Marbuthah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dué:

1. TaMarbutah hidup. Transliterasi ta’ marbutah yang hidup atau mendefpat
harakat fathah, kasrah dan dammabh, adalah /t/

2. Ta’ Marbutah mati. Transliterasi 13’ marbutah yang mati atau mendapat
harakat sukun, transliterasinya adalah /h/
Contoh:

U\;Lé\?; ;\:«93; : raudah al-atfal atau raudatul-atfal

° o

a>Ib : talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, yéitu tanda syaddah, atau tanda tasydid, dalam, transliterasi ini
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddah itu.

Contoh:

Lf:; : rabbana Jo;w : sijjilin

= V'

4&;,5\/ : al-hajju ;55 : Zukkira
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E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
“J”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

. o ot S ™ QR

2. &S 9. oa 'S

3. > :d 10 2 :d

4, > :Z P

5. y T 12 L. z

6. 5 iz 13. N

7. o S 14. J n

Contoh:

L)r;ﬂ/ - at-tawwabu :f;fij > asy-syamsu
:}ai\j\/ . ad-dahru i};ﬂ‘ : an-namlu

Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf gamariah ada empat belas buah, yaitu:
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2 < b S. & q

3. 7z i 10 3 ik

4. C h 11. | ¢ m

5 C kh 12. 9 W

6. ¢ ‘ 13, —» :h

7. C g 14. ¢S y

Contoh:
i];::}’r : al-aminu 1,:;3‘/ : al-“‘ainu
g-:—\:j‘/ : al-badi‘u 1:5;35/ : al-fagru

AT :al-khairu LSS : al-wakilu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata,
hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

2 A ] 2 2 .7
R 74 — B -
O gud U ta’khuzuna 9‘~\-@-«J‘ : ‘asy-syuhada’u
4 gf _ 4 PEY R _
L2 <l8: fa’tibiha elondl  :an-na‘ma’u
s syi'un o cinna

2 -
P _ 2 . ]
sl as-sama’u <, umirtu
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G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi i/ (kata kerja), ism atau harf, ditulis terpisah.
Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam
transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya. '

Contoh:

o, & o 87 ﬁa ‘. - - .
o :.g- ,’GJ al OV9 - Wa inna Allaha lahuwa khair ar-razigin

JEB) L2l - Thralim al-khai
3 -

Cﬂ}:.d‘} ‘_};g” ‘353\5 - Fa aufu al-kaila wa al-mizana
o5 3 A / -
ot = P Je &y - Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti

z - -~
Mo 4l t_\h:-»\ Cy* - man istata’a ilaihi sabilan

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Kuruf kapital, seperti yang berlaku
dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal
huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

o, SRy . 'Wama Muhammadun illa rasulun

R PR e vy g : Syal}r_u Ramadan al-lazi unzila fih al-
o AN Qur’anu

il GBI o1, Ty : Walaqad ra’ahu bi al-ufuq al-mubini
i T & XY . Al-Hamdu li Allahi rabbi al-‘alamina
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Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu-disatukan dengan kata
lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh ;

mlo: do o

s CJ b 4»\ uA & - nasrun minallahi wa fathun garib

-

fo/)o

\.z~e->- fY\ 4» - lillahi al-amru jami’an

L J—i' ar 9 - Wallahubi kulli sya’in ‘alim
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ABSTRAK

Ihdad suami bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam syari'at
Islam. Bahkan ketentuannya pun tidak ada di berbagai teks figh klasik, karena
memang ketentuan 7hdad hanya diberlakukan bagi istri, tetapi pada kenyataanya
tradisi Zhdad suami ini berlaku dalam masyarakat daerah tertentu sebagaimana
yang berlaku di desa Guyangan. Para suami yang ditinggal mati oleh istrinya di
desa Guyangan tidak ada yang berani untuk segera menikah lagi sebelum lewat 40
hari kematian istrinya. Tentunya ini merupakan suatu fenomena yang pantas
dikaji, mengingat bahwa masyarakat desa Guyangan adalah penganut madzhab
Syafi'i yang fanatis yang menafikan adanya ketentuan ihdad suami. Terlepas dari
itu KHI yang dianggap sebagai figh Indonesia mengatur tentang ketentuan Zhdad
suami tersebut dalam pasal 170 (2) KHI yang menyatakan bahwa: "suami yang
ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan".
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan dan
menyimpulkan pandangan hukum Islam dan yuridis terhadap tradisi 7hdad suami
yang ada di desa Guyangan.

Penelitian in1 menggunakan metode normatif, yuridis dan sosiologis. Dari
data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi ini di
analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat
dari kasus-kasus tentang tradisi /hdad Suami dan kemudian digeneralisasikan
pada suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan teori-teori
dalam Ilmu sosial dan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun sampai pada kesimpulan bahwa
tradisi Zhdad bagi istri maupun suami di masyarakat Guyangan adalah merupakan
tradisi masyarakat yang sudah ada scjak dahulu yang mencerminkan rasa kasih
sayang suami terhadap Istri dan sebaliknya. Pelaksanaanya terkait beberapa
faktor, yang pertama adalah terkait dengan bentuk masyarakat Guyangan yang
komunal. Kedua, kehidupan keagamaan masyarakat. Ketiga, terkait dengan
hubungan kekeluargaan dengan keluarga mantan suami atau istri dan keempat,
terkait dengan tradisi selamatan orang yang meninggal dalam tradisi Jawa yang
masih dilaksanakan oleh masyarakat Guyangan, yaitu; geblak, telung dina, mitung
dina, matang puluh, nyatus, mendak pisan, mendak pindo dan nyewu yang
digunakan sebagai kriteria kepantasan seorang suami yang ditinggal mati untuk
menikah lagi agar terhindar dari gunjingan masyarakat.

Ihdad suami dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuannya. Tetapi
dalam hukum Islam melestarikan berlakunya adat kebiasaan yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam itu pada hakikatnya merupakan tuntutan
kebaikan atau kemaslahatan hidup bermasyarakat. Karena ‘urf yang sahih harus
dipelihara keberadaanya. Memelihara ‘uwrf yang sahih berarti memelihara
kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan suatu asas dan prinsip Hukum
Islam. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan dan biasakan telah menjadi bagian
dari kebutuhan manusia dan sesuai dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan-
tujuan syari’ah (maqagid as-Syari’ah).
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan suami istri dalam suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang paling
suci dan paling kokoh yang bertujuan terbentuknya kehidupan rumah tangga
yang langgeng untuk selama—lamanya.'Dengan begitu pasangan suami istri
dapat secara bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat
berlindung, menikmati kasih sayang, memelihara anak-anak agar kehidupan
berkembang dalam pertumbuhan yang baik.

Pasal I UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan " perkawinan adalah ikatan
lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk
keluarga (Rumah Tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha
Esa.’

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh yang
sangat besar dan mendalam bagi masyarakat dan Negara. Keluarga yang
dibentuk melalui lembaga perkawinan adalah umit terkecil dan fundamental
bagi masyarakat. Ikatan perkawinan juga merupakan ikatan lahir bathin dan
tanggung jawab yang berlanjut bukan saja sekedar hubungan perdata antara

sesama manusia selama hidup di dunia, akan tetapi dipertanggung jawabkan

! Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990),
him.7.



di hadapan Allah. Maka perkawinan harus dilakukan berdasarlan hukum
Allah?

Ikatan tersebut dapat terputus oleh keadaan yang merupakan takdir Allah
SWT. Dalam aturan yuridis, yaitu yang dimaksud dalam KHI (Kompilasi
Hukum Islam) terdapat tiga hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan
yaitu, kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan3. Kita tahu bahwa
kematian selain tidak bisa diramalkan juga berada diluar kekuasaan manusia,
kapan, dimana dan siapapun kalau sudah saatnya tidak ada yang dapat

mencegahnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

Pade s JS e gmy oty £ )Y ohslendi Sl

Peristiwa kematian akan menimbulkan akibat hukum antara orang yang
meninggal dengan orang yang ditinggalkan, terutama pada keluarganya dan
orang-orang tertentu yang ada hubungannya dengan orang yang meninggal.
Seperti misalnya dalam hal kewarisan, perkawinan, perceraian, dan hubungan
keperdataan yang lain. Dalam perkawinan jika yang meninggal adalah suami
maka istri diwajibkan menjalani masa 'iddah.’ Hal ini berdasarkan firman

Allah SWT:

2 Bakri A. Rahman dan A. Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-
Undang Perkawinan dan Hukum Perdata, Jilid I, (Jakarta: PT Hidakarya, 1981), him. 7.

3 Pasal 113 KHI.
* Al-Hadid (57): 2.

® As-Sayid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), him. 227.
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Berdasarkan keputusan para ulama' bahwa perempuan yang diceraikan
suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati diWajibkan menjalani masa
Iddah, kesepakatan ini didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadis dan al-ljma'.’ Bagi
wanita yang ditinggal mati tersebut juga terkena ketentuan untuk ber-ﬁ),a'a'd di
samping itu dia juga tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Dalam keadaan
ihdad wanita tidak diperbolehkan bersolek atau berhiaé dan rriemakai pakaian
atau perhiasan yang dapat menarik minat lawan jenisnya schingga
mengakibatkan pernikahan yang merupakan larangan dalam masa 'iddah.

Ihdad yaitu larangan berhias, seperti memakai pakaian yang indah dan
bercorak, perhiasan emas dan perak, memakai wewangian dan bercelak, untuk
menghindari minat dan perhatian lawan jenisnya. Larangan ini hanya
diwajibkan bagi wanita yang ditinggal mati suami, sebagai rasa berduka atas
kematian dan untuk menunjukkan bahwa perkawinan dulu dengan suami
adalah sesuatu yang agung.

Di dalam al-Qur'an tidak ada satu pun penjelasan mengenai 7Adad seperti
yang dikatakan oleh Imam Syafi'l dalam kitabnya al-Umm bahwa: Allah SWT
memang tidak menyebutkan 7/4dad dalaxﬁ al-Qur'an, namun ketika Rasullullah

memerintahkan wanita yang dicerai untuk ber-7Adad maka hukum tersebut

¢ Al-Bagarah (2) : 234.

7 Wahbah Zuhaiﬁ, Al-Figh al-Islam wa Adillatub, Jilid V1I, (ttp: Dar al-Fikr,
1409/1989), hlm. 625.



sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya.?
Keterangan ifidad hanya ada dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh

Zaenab, yaitu:
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Berdasarkan matan di atas, fuqoha' sepakat bahwa 72dad wajib hukumnya
bagi wanita yang ditinggal mati suaminya,wkarena kebolehan setelah larangan
menunjukkan wajib. Dalam hal ber-7idad ini para ulama' kecuali Hassan al-
Bashri sepakat bahwa hukumnya wajib bagi wanita yang dicerai mati
suaminya.'' Dalam KHI ketentuan ini diatur dalam pasal 170 (1) yaitu bahwa
"Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung
selama masa ’ddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga
timbulnya fitnah”. *

Sedangkan jika yang ditinggal mati adalah suami dalam Hukum Islam

tidak ada yang mengatur tentang 7hdad bagi suami yang ditinggal mati oleh

¢ Muhammad Bin Iddris as-Syafi'l, A/-Umm, Jilid V, (t.t.p Dar al-Fikr,t.t), him. 212,

® Imam Abi al-Husein Muslim, Sahih Muslim, "18 Kitab at-Talaq", " 9 bab wujuh al-
Ihdad fi Iddah al-Wafah, Jilid 1 (Beirut: Dar-al-Fikr, 1992 M/1412 H), hlm. 703, hadis nomer 58,
dari Yahya bin Yahya dari Malik bin Anas dari Abduilah bin Abi Bakr dari Hymaid bin Humaid
bin Nafi' dari Zaenab.

10 7ain al-Din al-Malibari, Janah at-Talibin, Jilid IV, (Mesir: Dar-al-Kutub al-Arabiyah,
t.t), him. 43.

! Yon Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid, Jilid 11, (t.t.p: Dar al-Fikr,
t.t), him. 92.

12 pasal 170 ayat (1) KHIL



istri, terutama dalam ajaran-ajaran figh konvensional, hanya berlaku bagi istri
yang ditinggal mati suaminya, tetapi dalam KHI yang disusun oleh para
ulama' Indonesia sebagai hasil penelitian dari kebiasaan amalan masyarakat
Indonesia dan putusan dari hakim-hakim peradilan agama," mengatur tentang
ihdad suami yang ditinggal mati oleh istri dalam pasal 170 (2) yaitu bahwa: "
suami yang ditinggal mati istrinya, melakukan masa berkabung menurut
kepatutan".14

Fakta di masyarakat, tradisi 7hdad suami yang ditinggal mati oleh istri
walaupun dalam hukum Islam terutama dalam mazhab Syafi'i sebagai salah
satu mazhab yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia tidak ada nas
yang mengatur tentang ikdad suami yang ditinggal mati oleh istri, tetapi
tradisi /hdad suami tersebut telah hidup di masyarakat. Seperti misalnya, di |
desa Guyangan kecamatan Trangkil kabupaten Pati, seorang suami yang
ditinggal mati oleh istrinya tidak akan berani untuk segera menikah lagi
sebelum lewat 40 hari kematian istrinya.

Sejauh 'pengamatan penyusun, masyarakat desa Guyangan adalah
penganut agama Islam-yang kuat dan eenderung fanmatis terhadap mazhab |
Syafi'i yang notabene tidak menjelaskan tentang adanya ketentuan 7ihdad
suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Seharusnya masyarakat Guyangan
tidak melaksanakan ketentuan 7hdad suami tersebut jika memang fanatis

terhadap mazhab Syafi'i tetapi, mengapa ketentuan jhdad suami ini hidup dan

13 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 1995 )
him.32.

14 Pasal 170 (2) KHIL



masih diprakiekkan oleh masyarakat desa Guyangan sejak dahulu bahkan
hingga sekarang. Apakah ketentuan 7hdad suami yang ada di desa Guyangan
adalah mengikuti ketentuan yang ada dalam KHI, afaukah memang sudah
menjadi adat kebiasaan masyarakat desa Guyangan? Jika masyarakat desa
Guyangan mengikuti ketentuan Jhdad yang ada dalam KHI, apakah
pelaksanaan 7hdad suami dan lama waktu paling sedikit empat puluh hari
masa berkabung itu telah sesuai dengan redaksi kepatutan yang dimaksud

dalam pasal 170 ayat (2) KHI tersebut?

B. Pokok Masalah
Dari latar bélakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana
ketentuan 7hdad suami yang ditinggal mati istri menurut aturan yuridis dan

pelaksanaannya di masyarakat desa Guyangan Trangkil Pati?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelittan
Untuk menggambarkan bagaimana ketentuan 7hdad suami yang
ditinggal mati oleh istri menurut aturan yuridis dan  pelaksanaannya
khususnya di masyarakat desa Guyangan Trangkil Pati.
2. Kegunaan Penelitian
Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam
dilingkungan Peradilan Agama dan masyarakat khususnya dalam masalah

Iffidad suami yang ditinggal mati oleh istri.



D. Telaah Pustaka

Secara keseluruhan KHI terbagi menjadi tiga buku, Buku I berisi tentang
aturan perkawinan (19 bab, 170 pasal), Buku II mengatur tentang masalah
kewarisan (6 bab, 43 pasal, 171-214), Buku III mengatur tentang tata cara
Perwakafan dan Pendaftaran benda wakaf (15 bab, 12 pasal, 215-228).
Disebabkan KHI sebagai pedoman formal tunggal Figh di Indonesia, maka
hukum yang semula menjadi perdebatan pendapat dikalangan Ulama’ (ikhtilaf)
kini menjadi hukum yang jelas dan pasti. Untuk menyebut salah satu contohnya
adalah tentang /hdad suami yang secara jelas dinyatakan dalam KHI pasal 170
(2).

Dalam skripsi lim Fatimah yang berjudul 7hdad Bagi Wanita Karier
Dalam Perspektif Hukum Islam dijelaskan bahwa Ihdad hukumya wajib bagi
wanita yang ditinggal mati swami berdasarkan hadis nabi, Ihdad ini
dilaksanakan dalam masa 7ddah wafat yaitu 4 bulan 10 han, berkaitan dengan
kewajiban iidad dilaksanakan bagi semua wanita tak terkecuali yang sedang
menjalankan karier. Adanya perbedaan adat-istiadat antara masyarakat Arab dan
sekitarnya dengan masyarakat di negara selain Arab menjadikan kesulitan bagi
wanita untuk melaksanakan /Adad apalagi di masa sekarang dimana para wanita
aktif berperan dalam berbagai bidang, mereka sangat sibuk bekerja demi
mencapai kemajuan dan pahala dari Allah, dan ;'ang tak kalah pentingnya
adalah bahwa nabi memerintahkan 7idad adalah sebagai cara agar wanita tidak
terjerumus ke pergaulan yang terlarang yang akan menyebabkan larangan

sebenarnya yaitu pernikahan. Larangan Nabi ini dikenal dengan saad az-zari'ah.



Dengan alasan adanya suatu kebutuhan yang merupakan kemaslahatan baéi', ..
wanita tersebut dibandingkan jika dia tidak bekerja akan menyebabkan dirinya
stress, bagi mereka diperbolehkan meninggalkan kewajiban agama yaitu ihdad
berdasarkan kaidah "Apa saja yang dilarang menurut saad az-zari'ah maka
diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan”. >

Dalam skripsi yang berjudul 7hdad wanita karena putus perkawinan, Eva
Kurniasih menjelaskan 7Adad bagi wanita yang putus perkawinan karena cerai
talak dan cerai mati menurut analisa Imam Syafi'i. /hdad wanita yang cerai mati
hukumnya wajib sedangkan bagi wanita yang cerai talak ada dua pendapat yang
berbeda yang dikenal dengan gaul gadim dan gaul jadid Menurut gaul gadim
hukumnya wajib sedangkan menurut gau/ jadid hukumnya sunnah. Keterangan
Thdad dan wanita karier dijelaskan dalam satu bab tersendiri, dijelaskan juga
bahwa 7hdad dibolehkan karena adanya hajat, dengan memakai pendapat jumhur
ulama' bukan hanya Imam Syafi'i saja.'®

Dari uraian di atas, diketahui bahwa masalah 7Adad suami belum ada yang
membahas maka penelitian ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk
mencari tanggapan atas pasal 170 KHI di-tengah masyarakat. Hal ini
dikarenakan KHI akan benar-benar diterima sebagai hukum Islam di Indonesia

apabila diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Islam Indonesia.

Plim Fatimah, fhdad Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi UIN Sunan
Kalijaga (2003), him. 85.

'SEva Kurniasih, /hdad Wanita Karena Putus perkawinan, Skripst IAIN Sunan Kalijaga
(2001), him. 83,



E. Kerangka Teoritik
Hukum Islam yang merupakan aturan-aturan Tuhan bagi umat manusia
telah sempurna bersamaan dengan berakhirnya nabi menerima wahyu yang

kemudian disusul dengan wafat beliau. Firman Allah SWT:

17@:(%Y$V§JWJJ@.§VS¢L¢MBV&;V_QMDJ

Hukum Islam merupakan bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam oleh para
ulama’ dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu, pertama adalah agidah yang
membicarakan tentang ketauhidan dan kepercayaan, kedua adalah syari'ah yang
mencakup semua aturan tuhan baik yang ibadah maupun muamalah, dan ketiga
adalah akhlaq yang membicarakan tentang kebaikan yang menghiasi perilaku
kehidupan manusia. Kemampuan hukum Islam bukan berarti semua persoalan
yang dihadapi manusia telah ada ketetapan hukumnya secara jelas dalam al-
Quran maupun as-Sunnah melainkan al-Quran dan as-Sunnah telah
memberikan dasar-dasar hukum yang menjadi mjukan dalam penetapan hukum
terhadap persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh manusia. Dengan
demikian, hukum Islam akan tetap eksis sepanjang zaman maupun menjawab
segala problema hukum yang dihadapi oleh manusia.

Hukum Islam pada dasamya adalah hukum yang mempunyai daya
fleksibelitas yang tinggi. Fleksibelitas Hukum Islam dibuktikan dengan:

kemampuan hukum Islam menerima berbagai pembaharuan sosial. Dalam hal-

17 Al-Maidah (4) : 3.
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hal tertentu dapat meresepsi nilai-nilai yang secara kategoris berada diluar
konteks Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber pertarria dan utama hukum Islam, selalu
memberi peluang bagi pengembang hukum Islam,’® sebab tidak selamanya al-
Qur'an memberikan jawaban praktis bagi suatu kasus tertentu. Bagi persoalan
yang demikian, Islam memberi solusi dengan mencarinya di luar al-Qur'an.
Dalil-dalil istinbat yang ditetapkan oleh para Ulama' sebenarnya dimaksudkan
jalan atau metode menyelesaikan suatu perkara, tanpa keluar dari frame hukum
Islam."

Dari sudut yang lain, hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau
kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam
tidak mengambil jalan apriori, dengan tidak memperhatikan bentuk dan tradisi
itu sendiri. Sebaliknya, Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari
masyarakat itu sendiri, jika tradisi telah berlangsung lama dan disepakati
masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam ntemandang tradisi tersebut. -
Walau demikian, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi
masyarakat, sebab disetiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.?

IThdad pada awalnya adalah tradisi bangsa Arab Jahiliyah sebagai lambang
kekotoran dan kebodohan yang sangat menyiksa jiwa wanita. Bangsa Arab

jahiliyah terlalu berlebihan dalam menghormati akad nikah dan meng-gudus

18 Fazlur Rahman, Jslam, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1998), him.
9]. »

' Narus Rusli, Konsep Ijtihad As-Saukani, Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta; Logos, 1999), him. 18.

?® Nasrun Haroen, Ushul Figh, (Jakarta: Logos, 1996), him. 138.
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kan suami. Jika ada seorang yang meninggal diantara mereka, seperti ayah, ibu,
saudara laki-laki, anak paman dan apalagi kalau yang meninggal adalah seorang
suami maka para wanita diperintahkan untuk masuk dalam sebuah bilik yang
kecil dan kotor untuk menjalani masa berkabung selama setahun penuh tanpa
mandi, membersihkan badan, pakaian, wajah dan apapun yang menampakkan
rasa gembira atau terlihat baik dan tidak boleh Béfgaul dengan orang lain
meskipun keluarganya sendiri atau mahramnya, sehingga ketika ada binatang
dimasukkan ke dalam bilik tersebut dan dipeluk oleh wanita tersebut maka
bintang itu akan mati karena bau busuk wanita tersebut.”’

Pelaksanaan ihdad pada masa jahiliyah tersebut oleh Islam melalui
Rasulluliah diubah prakteknya. Rasullullah sangat perhatian terhadap pergaulan
manusia, schingga apa saja yang dirasa dapat membawa kepada hal-hal yang
dapat mendatangkan bahaya dan keresahan manusia, beliau melarangnya demi
menghilangkan tradisi yang penuh dengan kebodohan dan kekufuran seperti
praktek ihdad pada zaman jahiliyah. Secara perlaﬁan Islam melakukan
perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Islam @ datang dengan
mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung bagi seorang istri, dan ini
dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri
perempuan.

Ketentuan /hdad yang dibebankan kepada para istri ini tidak dibebankan
kepada para suami yang ditinggal mati istrinya. Tetapi, ketentuan /hdad snami

yang ditinggal mati istri prakteknya telah berlaku di masyarakat walaupun

! Muhammad Rasyid Ridha, Panggilan Islam Terhadap Wanita, alih bahasa Afif
Muhammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), him. 160.
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dalam hukum Islam sendiri tidak ada aturan yang jelas mengenai hal itu,
contohnya di desa Guyangan Trangkil Pati seorang suami yang ditinggal mati
oleh istrinya tidak akan berani untuk segera menikah lagi sebelum lewat empat
puluh hari kematian istrinya. Tentang 7hdad suami yang ditinggal mati oleh
istrinya ini KHI telah mengaturnya dalam pasal 170 (2) bahvs}a "masa berkabung
suami yang ditinggal mati oleh istrinya dilakukan menurut kepatutan”. Tetapi
kata kepatutan disini menimbulkan ketidakpastian karena kepatutan di suatu
masyarakat akan berbeda dengan kepatutan dimasyarakat yang lain.

Ketentuan iAdad suami dalam KHI ini tentunya tidak diatur secara asal-
asalan dan tanpa pertimbangan karena KHI adalah merupakan rangkuman dari
berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh
para ulama' figh yang biasa yang dipergunakan sebagai referensi pada
Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam suatu
wadah, sedangkan materinya diolah dan diproses dengan metode tertentu,
kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-
undangan. Bahan ini kemudian diterapkan berlakunya melalui sebuah keputusan
Presiden . yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh para Hakim
Pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memufuskan suatu perkara
yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.*?

Pemberlakuan ketentuan ihdad suami ini terkait dengan teori yang

dikemukakan oleh aliran sociological jurisprudence yang mengemukakan

2 Abdur Rahman, Kompilasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995),
him. 9.
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bahwa hukum positif hanya efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup
dalam masyarakat >’

Kalau diteliti, struktur dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu kurun
waktu, serta melakukan komposisi dengan struktur dan kehidupan masyarakat
tersebut pada waktu yang lampau maka akan tampak perubahan-perubahan yang
terjadi di dalamnya**

Dari uraian diatas nampak kehidupan manusia selalu berubah dan
berkembang yang mau tidak mau harus mengikuti arah perubahan dan
perkembangan zaman. Teori-teori tentang hukum dan perubahan sosial
mencoba untuk menunjukkan pola-pola dinamika hukum selaras dengan
perkembangan masyarakat. Sementara para pakar menyatakan bahwa hukum itu
berkembang mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakat.”> Tetapi,
pemikiran yang nampaknya telah mempunyai akar yang kuat di dalam dunia
inipun masih diragukan kebenaran mutlaknya. Pendapat lain, lebih luas
mengatakan bahwa hukum itu menjadi semakin kompleks apabila masyarakat
mengalami spesialisasi yang semakin jauh.”

Transformasi masyarakat pada ' dataran modern, - ditandai oleh

perkembangan tata hukum yang oleh Satjipto Raharjo dapat dinyatakan' secara

3 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet.IIT, (Jakarta : Rajawali Press,
1986), him. 87.

% Ibid., him. 87.
% Satjipto Raharjo, Hukum Dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1986), him.102.

28 Ibid,, him. 102.
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umum sebagai "Hukum Formal",”” hukum tersebut mempunyai atribut sebagai
berikut:
1. Diangkat sehingga mempunyai ketentuan-ketentuan yang sangat
umum sesuai dengan asas-asas yang universal.
2. Mempunyai tingkat keumuman, yang oleh Max Weber disebut
rasionalitas yang formal, dan
3. Menekankan pada faktor prosedur.”®
Hukum sebagai realitas sosial dan budaya hendaknya mampu memberikan
solusi terhadap persoalan-persoalan yang berkembang. Soerjono Soekanto
mengemukakan bahwa seorang sosiolog cenderung memberikan sarana
bagaimana mendekatkan hukum realita dengan cita-cita hukum. Dianggap ti&ak
efektif apabila terdapat disparitas antara realita hukum dengan idealnya.?’ Dia
juga mengemukakan bahwa teori-teori sosiologi dapat memberikan masukan-
masukan tertentu pada hukum. Ada faktor-faktor sosial yang menyebabkan
warga masyarakat menyimpang atau bahkan menyeleweng. Ada kemungkinan
bahwa penyelewengan terjadi karena nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku
sudah dianggap tidak menampung kepentingan-kepentingan masyarakat. >
Dalam hal seperti masalah idad suami yang telah dijelaskan di atas,

biasanya yang digunakan adalah dalil ‘Urf Sebagian ulama' membedakan antara

77 Ibid., hlm. 72.

2 Atribut hukum formal menurut Max weber merupakan ciri masyarakat maju, lebih
lengkapnya Weber merinct atribut hukum tersebut. /bid., him. 73.

» Soerjono Soekanto dkk, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, (Jakarta: PT. Bina
Aksara, 1988),him.28.

30 Ibid., him. 28.
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'wrf dan adat. Adat menurut ulama' adalah sebagian kebiasaan yang berulang-
ulang tanpa adanya hubungan rasional’’. Sedangkan ‘urf menurut definisi az-
Zarqa' adalah kebiasaan mayoritas kaum baik perkataan maupun perbuatan®”.

Para ulama’ ushul figh kemudian merumuskan kaidah-kaidah yang

berkaitan dengan ‘urf diantaranya,

33 1.8 salall

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah hukum yang sudah umum
berlaku, yaitu adat kebiasaan itu dapat dijadikan atau ditetapkan sebagai hukum

sejalan dengan kaidah diatas adalah:

SAPLJ%- T W S UGV P PN PFCIPRL

Kaidah diatas merupakan kaidah yang ditetapkan Ulama dengan menggali

penafsiran dari firman Allah SWT

35 : e
ket o 281y Oy Al aly gl

Serta Hadis Rasul yang diriwayatkan.oleh Abdullah binMas’ud

31 Ahmad Fahmi Abu, Sumnah al-Urfwa al-Addah fi Ra’yi al-Fugohah, (Mesir: Dar-al-
Fikr al-Arab t.t), him. 18.

*2 Ibid., hlm. 18.

% Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-Suyuthi, Al-Asybah Wa-an-Nazair, (t.1.p:
Dar-Al Fikr, t.t), him. 63.

3* Wahbah az-Zuhaili, A/-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985),
hlm. 842.

3 Al-A’raf (7): 199.
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Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuanya, menunjukan bahwa
setiap perkara yang telah menjadi tradisi (‘urf) atau adat kebiasaan di kalangan
masyarakat muslim dan dipandang sebagai perkara baik, tidak bertentangan
dengan nash syara’ maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah:

Secara garis besar, hukum Islam membagi ‘wrf'menjadi dua bagian yaitu:
"urf Sahih dan ‘urf fasid”’, keduanya hanya dibedakan dari segi keabsahan dari
pandangan syara. Kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak
bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak
membawa kemadharatan, oleh hukum Islam digolongkan ke dalam ‘urf sahih
yang berarti mempunyai justifikasi untuk dipertahanka.n38. Adapun ‘urf yang
sebaliknya sebagaimana tersebut di atas harus dihapus atau setidak-tidaknya
dijauhi dan tidak dikerjakan. Agar suatu adat kebiasaan dalam masyarakat dapat
dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum-hukum Islam, maka adat

kebiasaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut™ :

36 Ahmad Ibn Hambal, Musnad Ahmad, Bab Musnad Abdullah Ibn Mas'ud, Kitab
Musnad Al-Mukassirin Min Al-Sahabat, (Mesir : Muassasah al- Qurtubah, tt.). I: 626. Menurut
Imam as-Zula’i sebagaimana yang dikutip Wahbah, bahwa hadist ini garib, marfu’ dan hadist ini
mauquf pada Ibnu Mas’ud. Lihat wahbah, Ushul him. 80.Lihat juga Zainal Abidin, Asybah,
Him. 93

57 Abdul Wahab Khallaf, Jimu Ushul al-Figh, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1978),
him. 89.

3% Nasrun Haroen, Ushul Figh, (Jakarta: Logos, 1996), him.138.

% Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, him. 878.
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1. ‘Urf itu baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat
perbuatan dan ucapan, berlaku umum. Artinya ‘urf itu berlaku dalam
kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuanya itu dianut
oleh mayoritas masyarakat tersebut.

2. Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan
hukumnya itu muncul. Artinya ‘wrfyang akan dijadikan sandaran hukumnyé itu
lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

3.‘Urf diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum dari
permasalahan yang dihadapi. Artinya, apabila suatu permasalahan sudah ada
nashnya, maka ‘urftidak dapat dijadikan dalil syara'.

4. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas.
Misalnya apabila dalam suatu transaksi pembeli dengan jelas akan membawa
barangnya sendiri kerumah, padahal ‘wrf yang berlaku penjual yang
mengantarkan barangnya, maka ‘urfini tidak berlaku lagi.

Dalam memahami ‘urfsebagai dalil hukum maka tidak dapat dipisahkan
dengan maslahah sebagai dalil hukum yang lain. Karena antara 'wrf dan
maslahah ada keterkaitan dan kesinambungan antara keduanya. Prinsip lima
Hifz, yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan dapat digunakan sebagai
acuan dalam memandang ‘wrf] bila ini diterapkan maka, akan terjadi kombinasi
yang indah antara ‘wrf'dan mas/ahah, sehingga apa yang ditetapkan nanti akan
selalu berpijak pada kemaslahatan bersama dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Abdul Wahab Khalaf tujuan umum Syari’ dalam mensyari’atkan

hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin
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hal-hal yang bersifat daruri (kebutuhan pokok) bagi manusia, pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan mereka (hajiyaf), dan kebaikan-kebaikan mereka
(tahsiniyah).*®

Jadi tujuan umum syari’ dalam mensyariatkan hukum ialah mewujudkan
kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, dengan mendatangkan kemanfaatan
bagi mereka dan menghindani kerusakan dan bahaya dari mereka. Karena
sesungguhnya kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini teridiri dari hal-hal
yang bersifat daruri hajiyat, tahsiniyah, apabila ketiga sifat tersebut terpenuhi
maka kemaslahatan manusia akan terpenuhi juga. Pembuat syari’at Islam
tidaklah mensyari’atkan hukum dalam berbagai jalur perbuatan manusia
melainkan untuk mewujudkan induk dari ketiga hal tersebut.

Imam Syatibi memberikan tiga syarat dalam penerapan maslahat :

1. Kemaslahatan itu sendiri harus ma’qu/ (rasional). Yakni, jika suatu
kemaslahatan itu dipikirkan oleh akal, maka akal tersebut menerimannya.
Karena itu mashlahah tidak bisa diterapkan pada hal-hal yang bersifat ra'abudi.

2. Kemaslahatan harus -relevan dengan  maqasid- asy-syari"ah (tujuan
Syari’at) secara keseluruhan. Yakni, kemashlahatan tidak menafikan satu dasar
dari dasar-dasar tujuan syarai’at tersebut.Juga tidak menafikan satu dari dalil-
dalil garh’i. Justru ia harus sesuai dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan
syari’at. Yakni, ia termasuk kedalam jenis kemashalatan tersebut atau mirip

dengannya meski tidak ada dalil khusus mengakuinya.

“ Abdul Wahab Khalaf, Ushul Figh, hlm. 317.
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3. Hendaknya ia harus memelihara perkara yang bersifat zahsiniyah atau
menghilangkan kepayahan dalam agama.*!

Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam menetapkan
hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan prinsip
pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
dan juga dapat dilihat dari tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia
kepada lima hal tersebut. Dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan
hukum, maslahah ada tiga tingkatan, yaitu:*’ maslahah daruriah, maslahah
hajiyyah dan masjahah tahsiniyyah.

1. maslahah daruriah (%,5,— ) L .all) adalah kemalahatan yang

keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan
manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak
ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan
lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahah dalan tingkat darur7 Karena itu
Allah memerintahkan manusia melakukan usaha. bagi pemenuhan kebutuhan
pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada
atau menyebabkan lenyap-atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok
tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan
menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat
daruri. Oleh karena itu Allah melarang murtad untuk memelihara agama,

melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras

! Yusuf Qardhawi, Membumikan Syari‘at Islam, alih bahasa, Muhammad Zaki dan Yasir
Tajid. cet. ke-1 (Surabaya: Dunia Hmu Offset, tth), him. 176.

2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh. him. 326-328.



20

untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan,
melarang mencuri untuk memelihara harta.

2. maslahah hajiyyah (i>\s)) isladl) adalah kemaslahatan yang tingkat
kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pa& tingkat daruri Bentuk
kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kehidupan pokok yang
lima (daruri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti hal yang
memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Mashlahah
hajiyah juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara
langsung menyebabakan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak
langsung memang bisa mengabaikan kerusakan.

3. maslahah tahsiniyyah (%irssi)dsladl) adalah kemashlahatan yang
kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat daruz7 juga tidak
pada tingkat Aaj7, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi manusia dalam
rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.
Mashiahah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan
pokok manusia.

Abdul Wahhab KhalaF berpendapat®® “bahwa hal-hal yang bersifat Agjiyat
bagi manusia mengacu pada sesuatu yang menghilangkan kesulitan dari mereka,
meringankan beban taklif mereka dan mempermudah bagi mereka berbagai
macam urusan muamalah dan pertukaran. Dalam bidang mua’malah ini agama

Islam mensyari’atkan berbagai akad dan tasyaruf yang dituntut oleh kebutuhan

3 Abdul Wahab Khalaf, /imu UshulFigh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. ,
(Semarang: Dina Utama, 1994), him. 317.
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manusia, sebagaimana aneka macam jual-beli, sewa-menyewa akad mudarabah
(akad bagi hasil), berbagai akad yang tidak sesuai dengan qiyas dan kaidah-
kaidah umum, juga termasuk adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat
tertentu, seperti misalnya, /idad suami yang ada di Guyangan, bagi mereka
yang tidak melaksanakanya tentunya mereka akan mendapat kesulitan berupa
fitnah dan gunjingan masyarakat.

Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan: "Syari'at Allah yang datang untuk
menegakkan kebenaran dan mengembangkan keadilan di antara masyarakat
manusia bersendikan aqidah yang kuat yang menyelinap keseluruh lubuk jiwa,
dan syari'at Allah datang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan kebutuhan-
kebutuhan masyarakat" **

Dalam hukum Islam juga dikenal kaedah hukum.

gl y bl y 1V g a8y 3 Y1 e pSY) e Sy

Dari kaedah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam
tidaklah statis- melainkan dinamis, dan mempunyai daya elastis, tetapi tetap
berpegang pada prinsip dan ruh syari'ah.

Berdasarkan -uraian - diatas maka. kemungkinan-besar produk-produk
hukum akan berbeda-beda mengingat perbedaan tempat, waktu dan keadaan

sosial masyarakatnya meskipun disandarkan pada dasar yang sama, al-Quran

* 7. M Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), him. 13.

* Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-Suyuthi, AL Asybah Wa-an-Nazair, (11.p:
Dar-Al Fikr, t.t), him. 67.
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masyarakat tertentu berbeda dengan masyarakat lain. Hal ini bisa dipahami

karena dalam mewujudkan suatu kemaslahatan tidak lepas dari pertimbangan-

pertimbangan sosial yang melatarbelakanginya yang tentunya satu sama lain
berbeda-beda pula.

Hukum Islam disyariatkan untuk manusia dengan diformulasikan menurut
fitrah dan irama hidup manusia, jadi hukum Islam ditetapkan untuk kepentingan
manusia dalam menjalani hidup di dunia. Hukum Islam sangat berharga bagi
manusia karena ia mempunyai banyak peranan atau fungsi bagi kehidupan
manusia.

Fungsi hukum Islam bukanlah untuk melegitimasi kekuasaan (tuhan)
seperti perundang-undangan pada umumnya, yang dibuat dan diundangkan oleh
penguasa politik. Tuhan tidak membutuhkan sesuatupun dari maklugnya, bagi
tuhan tidak ada keuntungan atau kerugian bila manusia taat dan ingkar, juga
bukan hanya berfungsi untuk menciptakan stabilitas dari suatu wilayah e&au
negeri, juga bukan hanya sekedar untuk ditaati, tetapi ia mempunyai fungsi yang
lebih dalam.

Diantara fungsi atau peranan Hukum Islam bagi manusia adalah:

1. Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam
mengatur diri dan masyarakat. Hukum Islam menjadi ukuran atau
barometer bagi manusia dalam menentukan tingkah laku, baik yang
menyangkut perbuatan pribadi maupun masyarakat.

2. Hukum Islam berfungsi sebagai alat penyeimbang di antara unsur yang

baik dan yang tidak baik terdapat dalam diri manusia. Manusia secara
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naluriah mempunyai kecenderungan untuk menjadi baik dan menjadi buruk
tingkah lakunya. Hal ini tergantung pada jalan hidup yang ia tempuh.
Hukum Islam memberikan petunjuk bagi manusia, mana jalan yang benar
mana jalan yang sélah, manusia tinggal memilihnya.

3. Hukum Islam sebagai alat untuk mendidik manugia menjadi suci lahir
batin, hukum Islam akan mendidik manusia agar menjadi suci hatinya dan
hidup jiwanya, mengikat tali kepercayaan antara manusia dengan tuhannya
dan antara manusia dengan sesamanya. Hukum Islam mengajak dan
menyuruh pada kebaikan hakiki serta mencegah dan melarang kepada
kemungkaran.*°

4. Hukum Islam menjadikan manusia bertaqwa.

5. Memperoleh derajat yang tinggi mulia dan mendapat kebahagiaan.

Pada prinsipnya hukum ditegakkan sesuai dengan jiwa serta cara berpikir
masyarakat yang mendukung kepentingan berlakunya suatu hukum, penegakan
hukum tidak terlepas dari perhatian terhadap kepentingan dan kemaslahatan
umat.*’

F. Metode Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field

Research) yaitu penelitian yang obyek penelitiannya adalah perilaku

4 7arkasyi Abd Salam dan Oman Fathurrahman, Pengantar ilmu Figh dan Ushul figh,
(Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1986) , him.18-20.

*7 Ibid.. him. 20.
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masyarakat Guyangan khususnya tradisi ihdad para suami yang ditinggal
mati oleh istrinya dalam mengakui aturan-aturan 7hdad suami yang
ditinggal mati oleh istri yang telah ada di masyarakat.

Lokasi yang penyusun pilih untuk melakukan penelitian adalah di Desa
Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Wilayah itu dipilih karena
di lokasi térsebut penyusun melihat ada hal-hal yang menarik untuk diteliti
tentang peléksanaan tradisi /hdad para suami yang ditinggal mati oleh
istrinya.

Di desa Guyangan jumlah suami yang ditinggal mati oleh istrinya
berjumlah 22 orang. Tetapi karena mengalami kendala usia pada sebagian
responden tersebut, penyusun memilih 10 responden dari para suami
tersebut dengan pertimbangan mereka yang berpeluang besar untuk
menikah dan yang telah menikah lagi. Di samping responden para suami
yang ditinggal mati istrinya, penyusun juga menggali informasi dari tokoﬁ
masyarakat dan Kepala Desa.

Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Setelah data terkumpul akan
diberikan penilaian terhadap praktek masyarakat terhadap tradisi Jhdad
suami yang ditinggal mati oleh istrinya di desa Guyangan Trangkil Pati,

kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadapnya.
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3. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data
dapat diperoleh.*®
a. Data Primer
Yaitu tentang tradisi 7/Adad suami yang ditinggal mati oleh istrinya
di desa Guyangan kecamatan Trangkil kabupaten Pati
b. Data Sekﬁnder
Yaitu data yang diperoleh dari aturan-aturan yuridis serta
melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, karya tulis
ilmiah dan sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian
skripsi ini.
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-
yuridis-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami
ketentuan ihdad secara benar yang didasarkan pada ketentuan nas dan
buku-buku figh. Pendekatan yuridis digunakan untuk memahami hukum
resmi yang berlaku tentang /4dad suami yang ditinggal mati oleh istrinya
yang dinyatakan dalam pasal 170 KHI (2) sebagai rektualisasi hukum figh.
Sedangkan pendekatan sosiologis adalah untuk menelusuri gejala sosial
yang diteliti yaitu tradisi /idad para suami yang ditinggal mati oleh istrinya

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-1I
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), him.14.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data diperoleh melalui
observasi terhadap tradisi ihdad para suami, kemudian melalui wawancara
yang dilakukan terhadap para suami yang ditinggal mati oleh istrinya dan
tokoh masyarakat di desa Guyangan, dan juga melalui penggalian dokumen
meliputi buku-buku figh, undang-undang serta buku-buku lain yang
relevan.
6. Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif.
Artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat kualitas data yang
diperoleh dan membahas secara mendalam tradisi idad suami yang
ditinggal mati istrinya terkait dengan ketentuan 7hdad suami tersebut dalam

aturan yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan _dalam penyusunan skripsi ini_penyusun akan
sajikan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, pada pendahuluan ini ada beberapa
sub bab, yang mana antara sub bab yang satu dengan yang lainnya saling
berkaitan sebagai berikut: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan
kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode pendekatan serta

sistematika pembahasan.
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Bab kedua akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang 7hdad, bab ini
akan mengulas tentang pengertian, dasar hukum, dan hikmah 7hdad sehingga
akan diketahui lebih jauh tentang ihdad kemudian dilanjutkan dengan
ketentuan Zhdad dalam KHI meliputi latar belakang penyusunan, dan landasan
hukum KHI beserta ketentuan /hdad yang ada dalam KHI.

Bab ketiga akan mengurai kehidupan hukum Islam masyarakat Guyangan
tentang perkawinan setelah meninggalnya salah satu pihak suami-istri., bab
ketiga ini terdiri dari gambaran umum masyarakat Guyangan sehingga akan
diketahui bagaimana kondisi dan struktur masyarakat desa Guyangan baik dari
keadaan geografis dan monografi, sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.
Disamping itu juga tentang tradisi perkawinan setelah kematian salah satu
pihak dart suami-Istri.

Bab keempat adalah analisis /hdad suami-istri yang ada di Guyangan, yang
akan menganilisis tentang bagaimana hubungan keluarga setelah salah satu dari
suami-istri meninggal serta kebebasan untuk kawin bagi mereka setelah salah
satu pihak dari suami-istri meninggal.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

yang dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.






BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tentang ikdad suami yang terjadi di desa

Guyangan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu dapat di tarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Tradisi Zhdad di masyarakat Guyangan adalah merupakan tradisi masyarakat
yang mencerminkan rasa kasih sayang suami terhadap istri atau sebaliknya.
Berlakunya tradisi ini dipengarubi, bentuk Masyarakat yang komunal,
kehidupan keagamaan masyarakat, hubungan kekeluargaan yang -erat
dengan keluarga mendiang suami atau istri dan juga terkait dengan adanya
selamatan orang yang meninggal dalam tradisi Jawa, yaitu; geblak, telung
dina, mitung dina, matang puluh, nyatus, mendak pisan, mendak pindo dan
nyewu yang digunakan sebagai kriteria kepantasan seorang suami atau istri
yang ditinggal mati oleh pasangannya untuk menikah lagi agar terhindar
dari fitnah dan gunjingan masyarakat.

2.Di masyarakat Guyangan tradisi Jhdad'suami adalah merupakan adat istiadat
yang sudah lama hidup di desa Guyangan. Tradisi tersebut dilaksanakan
oleh para suami yang ditinggal mati oleh istrinya bukan karena adanya
ketentuan masa berkabung suami yang diatur dalam pasal 170 (2) KHL

3.7/hdad suami dalam hukum Isiam memang tidak ada ketentuan yang jelas

tentang nasnya. Tetapi dalam hukum Islam melestarikan berlakunya adat

89
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kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam itu pada hakikatnya
merupakan tuntutan kebaikan atau kemaslahatan hidup bermasyarakat.
Karena ‘urf yang sahih harus dipelihara keberadaanya. Memelihara ‘urf
yang sahih berarti memelibara kemaslahatan bagi masyarakat yang
merupakan suatu asas dan prinsip Hukum Islam. Sesungguhnya apa yang
mereka lakukan dan biasakan telah menjadi bagian dari kebutuhan manusia
dan sesuai dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan-tujuan syari’ah

(magqasid as-Syari’ah).

B. Saran —saran.

1. Pendekatan sosiologi terhadap produk-produk hukum Islam harus terus
dikembangkan agar hukum Islam tidak dipandang sebagai suatu ketetapan
yang hitam putih. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan
hukum Islam yang dinamis agar hukum Islam kembali menjadi pelopor
kebudayaan yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

2. Sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif, hendaknya Pemerintah memberi
sarana untuk mensosialisasikan KHI sebagai upaya pembelajaran berhukum
bagi masyarakat muslim Indonesia dengan harapan terciptanya masyarakat

yang sadar hukum terhadap segala perundang-undangan yang ditetapkan.
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